
1 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                    

WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

INSTRUKSI WALI KOTA BONTANG 

NOMOR 188.55/2/ORG/2022 

TENTANG 

PENANAMAN POHON DAN PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI BAGI 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN CALON 

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG 

 

WALI KOTA BONTANG, 

 

Dalam rangka upaya mengurangi emisi gas rumah kaca akibat pemanasan 

global dan mengurangi risiko banjir di Kota Bontang akibat kurangnya 

penyerapan air, perlu meningkatkan budaya penanaman pohon dan 

pembuatan lubang resapan biopori bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 

Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Untuk pelaksanaan penanaman pohon 

dan pembuatan lubang resapan biopori, dengan ini menginstruksikan: 

 
Kepada            : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah; 

2. Seluruh Pegawai Negeri Sipil; 

3. Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil; dan 

4. Seluruh Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja; 

 

Untuk              :  

KESATU : Mendukung program Pemerintah Kota Bontang dalam 

mewujudkan keindahan dan kelestarian lingkungan hidup 

yang sejalan dengan program prioritas pencapaian misi 

Wali Kota Tahun 2021-2024 yakni menjadikan              
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Kota Bontang yang berkelanjutan yang layak huni, estetis, 

cerdas, dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan 

ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian 

lingkungan hidup; 

KEDUA : Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil agar melakukan 

penanaman pohon paling sedikit 1 (satu) bibit pohon dan 

membuat 2 (dua) lubang resapan biopori pada saat 

pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil; 

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil agar melakukan penanaman pohon 

paling sedikit 1 (satu) bibit pohon dan membuat 2 (dua) 

lubang resapan biopori pada saat mendapatkan tanda 

kehormatan Satyalancana Karya Satya dan kenaikan 

pangkat; 

KEEMPAT : Seluruh Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

agar melakukan penanaman pohon paling sedikit 1 (satu) 

bibit pohon dan membuat 2 (dua) lubang resapan biopori 

pada saat pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja; 

KELIMA : Tahapan pelaksanaan penanaman pohon dan pembuatan 

resapan biopori bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 

Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Instruksi Wali Kota ini;  

KEENAM : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia sebelum menyerahkan Keputusan Wali 

Kota/Keputusan Pejabat penerima pelimpahan kewenangan 

tentang: 

a. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;  

b. Kenaikan Pangkat;  

c. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan  

d. Pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja, 
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agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon 

Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan 

penanaman pohon dan pembuatan lubang resapan biopori; 

KETUJUH : Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar menetapkan lokasi 

dan titik tanam penanaman pohon serta lokasi dan titik 

pembuatan lubang resapan biopori; 

KEDELAPAN  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

agar melakukan pendampingan dalam pelaksanaan 

penanaman pohon dan pembuatan lubang resapan biopori; 

KESEMBILAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar melakukan 

perawatan dan pemeliharaan pohon dan lubang resapan 

biopori secara berkelanjutan; 

KESEPULUH :  Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan 

Instruksi Wali Kota ini kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, 

Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja di lingkungan kerja masing-masing; 

KESEBELAS : Pada saat Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku, Instruksi 

Wali Kota Bontang Nomor 188.55/3/ORG/2019 tentang 

Penanaman Pohon bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

KEDUABELAS : Agar melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh 

tanggung jawab. 

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

       Ditetapkan di Bontang 
       pada tanggal 29 Juni 2022 

       WALI KOTA BONTANG, 
 
 

 
 

BASRI RASE, S.I.P 
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LAMPIRAN  
INSTRUKSI WALI KOTA BONTANG 

NOMOR 188.55/2/ORG/2022 
TENTANG 

PENANAMAN POHON DAN PEMBUATAN 
LUBANG RESAPAN BIOPORI BAGI CALON 

PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, DAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH 
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
BONTANG 

 

 

TAHAPAN PELAKSANAAN PENANAMAN POHON DAN PEMBUATAN LUBANG 

RESAPAN BIOPORI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI 

SIPIL, DAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG 

 

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

menyampaikan daftar nama calon pegawai negeri sipil yang akan diangkat 

menjadi pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat dan penerima tanda 

kehormatan Satyalancana Karya Satya pegawai negeri sipil serta calon 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan diangkat menjadi 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada Dinas Lingkungan 

Hidup. 

2. Calon pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi pegawai negeri 

sipil, kenaikan pangkat dan penerima tanda kehormatan Satyalancana 

Karya Satya pegawai negeri sipil serta calon pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja melaksanakan penanaman pohon dan pembuatan lubang 

resapan biopori pada lokasi dan titik tanam serta titik pembuatan yang 

telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup. 

3. Pegawai negeri sipil yang bersamaan periode kenaikan pangkat dan 

penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya hanya 

melaksanakan penanaman paling sedikit 1 (satu) bibit pohon dan 

pembuatan paling sedikit 2 (dua) lubang resapan biopori. 
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4. Calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan calon pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja didampingi petugas Dinas Lingkungan 

Hidup dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia 

melakukan penanaman bibit pohon dan pembuatan lubang resapan 

biopori yang telah disiapkan oleh yang bersangkutan dengan membawa: 

a. pupuk kompos; 

b. peralatan pendukung (cangkul, sekop, dan/atau peralatan lain yang 

dibutuhkan); 

c. label yang mencantumkan nama pohon dan nama pegawai dengan 

ukuran 35 cm x 15 cm dengan material kayu, cat dasar putih dan 

tulisan berwarna hitam serta tiang penyangga label dengan ukuran 75 

cm bermaterial kayu berwarna dasar putih; dan  

d. alat lubang resapan biopori disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 

atau disediakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja setempat. 

5. Pilihan jenis pohon yang ditanam meliputi: 

a. Sawo Kecik; 

b. Jambu; 

c. Rambutan; 

d. Asam Jawa;  

e. Kepel;  

f. Duku; 

g. Lengkeng; 

h. Sawo Duren; 

i. Jamblang; atau 

j. Kapulasan. 

6. Calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan calon pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja melaporkan hasil penanaman pohon 

dan pembuatan lubang resapan biopori kepada Dinas Lingkungan Hidup 

melalui e-form yang ditetapkan. 

7. Calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan calon pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah melaporkan penanaman 

pohon dan pembuatan lubang resapan biopori selanjutnya akan 

diterbitkan Surat Keterangan Penanaman Pohon dan Pembuatan Lubang 

Resapan Biopori oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.  
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8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan data calon pegawai negeri 

sipil, pegawai negeri sipil, dan calon pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang telah melakukan penanaman pohon secara berkala 

kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

9. Berdasarkan Surat Keterangan Penanaman Pohon dan Pembuatan Lubang 

Resapan Biopori, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia menyerahkan Keputusan Wali Kota/Keputusan Pejabat 

penerima pelimpahan kewenangan kepada calon pegawai negeri sipil, 

pegawai negeri sipil, dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja. 

 

WALI KOTA BONTANG 

 

 

 

BASRI RASE, S.I.P 

 


